
Menimb g 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 8 TAHUN 2022 

TENTANG 

RAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S 

BUPATI ASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) h ruf c 
Undang-Undang 0 or 7 Tahun 2003 tentang e angan 

Negara, kekuasaan pengelolaan keuan an negara iserahkan 
kepada gubernur /bupati/walikota selaku kepala 
pemeri tahan daerah un k m engelola keuangan da rah dan 
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan ekayaan 
dae ah yang d· isahkan; 

b . wa alam rangka e · daklan· . era ran Pemerintah 

Nomor 12 Tah 2019 ang Pengelo euangan 
D ar h dan n a m nyesuaikan perkembanga egulasi dan 
kondisi saa t ini perlu dila kan penyesu aian atas eraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pok k-pokok engelola Ke an an Daerah; 

c . bahwa be asar an per ·mb g sebagairn a dimaksud 

d am u f a an hu f b , p rlu meneta an Peraturan 
aerah tenta g Ped rna Pengelolaa Keuangan Daerah; 

1. Pasal 18 a at ( ) Undan -Undang a sa Negara Republik 
Indonesia Tahun 945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 

Pembentuk n Daerah-Dae ah Ka paten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana te ah d iu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tenta ng Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

a kar terakhir dengan Undang-Un dang Nomor 1 
Tahun 2022 ten tang Hubungan K an an An tara 

em i tah Pusat d an Pemerintahan Daer h (Lembaran 
Negara Republik In donesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lem aran Negara epu blik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang mor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Pera turan Perundang-Undangan (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahu 2011 Nom 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indot ia Nomor 

5234) s bagaimana telah diu bah be er pa kali terakhir 
dengan Undang- n d ang Nomor 13 ahun 20 2 tentang 
P rubaha Kedua at Un g-Undang 
20 entang Pem en tu a n Peraturan Pe 
(mbar egara Repub ik Indonesia 2 2 2 Nomor 
143, ambahan Lem baran gara ep b · don sia Nomor 

801); 
6. Unda g- ndang Nom or 1 Tahu n 2022 tentang H bungan 

Keu angan Antara Pemerintah Pusat dan P m erintahan 
Daerah Le baran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
No 4 , Tamb Lem aran Negara e u blik Indonesia 
N mor 6757) ; 

Peratu ran e int N mor 12 Tahun 2 17 tentang 
Pem ina an an Pen gawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 
mor 73, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 

Nomo 6 041) ; 
8. Peraturan P merintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuan gan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Be rita 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PE WAKILA RAKYAT DAERAH KABUPATEN TA IKMALAYA 

Menet pk 

dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam P ra t ran Dae ah in ' , yang dimaksud dengan: 
1. Dae a h Kabupaten a da al! Dae a Kab pa Ta sikmalaya. 
2. Bu a . adalah upati Tasikmalay . 
3 . Wa il Bupati adalah Wa kil Bupati a sikmalay . 
4 . Dew n. Rakyat D erah yang selanj tnya disingka P D adalah 

lembaga p rwakilan ra ky t da rah ya g berkeduduk se a ai unsur 
peny Ie ggara Pe e' n a h an Daerah . 

5. Pemerintah Da rah Ka u pa n a dala h u pa ti sebaga i nsur pe yelenggara 
pemerin tahan d a rah yang m emimpin pe aksana rusan emerintahan 
yang men'adi k wenangan aerah otonom. 

6. Sekretaris D erah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ta sikmalaya. 
7. Keuangan Daer ada lah semua hak dan kewajiban aerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerinta an Daerahyang dapat dinilai dengan uang serta 
segala bentuk kekayaan ang dapa t d ijadikan milik Daerah berhubung 

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

9 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
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13. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang 

bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang 
dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah 

dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah 
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 

ketimpang ke a e angan antara Pemerintah Pu t dan Daerah. 
15. Dana A oka . Umum yang selanjutnya disingkat DAU dal dar;ta yang 

bers m ber dari pendapatan APBN ya n g dialoka sikan en g tujuan 
taan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk m ndanai 

k e utuhan Daerah dalam rangka elaksanaan Desentralisasi. 
16. ana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah d a yang 

b s mber dari pendapatan APBN yang d ialokasikan kepada Daerah t rtentu 

de gan tujuan untuk membant mendanai kegiatan khu. u yang 
me u pakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan rah. 

17. Belanja Daerah adal semua kewajiban Pemerintah Daer yang 
di i sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam pe ·ode tahun 
ang 

18. a a setiap penerim aan yang perl di yar kembali 
peng luaran ang aka dite · rna kern a i, ·k a a tahun 

anggar erkenaan maupun pada ta un- ahun an ar berikutnya. 
19. Pinj m an Daerah adala h pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu 

perj nj ian pi jaman dan buka dalam bent k su a t berharga, yang 
menga kibatkan aerah mene ·m a e 'umlah u ng atau menerim a manfaat 
yang ber ilai u ang arl ihak lain seh ingga Da rah terse bu t dibebani 
kewa" b untuk e bayar kem bali. 

20. Utang D erah yang selanjutnya diseb t Utang adalah ju lah uang yang 
wajib d ibayar Pe er'ntah an/atau kewaj iban Pe erintah Daerah 
yang da at dinil ' dengan u ang ber asarkan pe aturan perundang­
undangan, p rjan 'ian, a tau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investa i Pemerintah Daerah 
pada Pemerintah Pus t , Pem erintah Daerah lainnya, badan layanan umum 

daerah milik Pemerintah Daerah lain nya, badan usaha milik negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, koperasi, da n masyarakat dengan hak memperoleh 
bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat 
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerab untuk periode 5 
(lima) tabun. 
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25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disin gkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

27. Prioritas dan Plafon Anggaran Semen tara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program r 'or'tas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada per gk a tuk setiap program dan kegia sebagai acuan 
dalam enyusunan rencana kerja dan anggaran satuan k 'a perangkat 
daer 

28. Renca a Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat D rah, yang 
el jutnya disingkat RKA SKPD a dalah dokumen yang memua rencana 

pen dapatan dan belanja SKPD a tau dokumen yang memuat re cana 
p nda patan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanak fungsi 

ben daha ra umum daerah yang d igunakan sebagai dasar penyusunan 
rancangan APBD. 

29. Kerangka Pengeluaran J angka Menengah a d alah pendekatan pe ganggaran 
ber a arkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terh a da ebijakan 
ter ebu d ilakuk dalam perspektif lebih dari 1 (sa tu ) tahu anggaran dan 
mem per m g an . plika ' biaya akibat keputusan ang ersangkutan 

pa a tahun beri tnya yang dituangkan da am prakiraan rna' . 
30. Pro a ah bentuk instrumen kebijakan yang b ris' s tu) tau lebih 

Kegiatan yang dilak an an oleh satuan kerja perangkat d ae ah atau 
rna yarakat ya ng diko r dina sikan oleh Pem erintah Daera untuk mencapai 

sasara n dan tujuan pembangu an Daerah. 
31. Kegia tan a d lah bagian dari Program yang d "laksa nakan oleh 1 (satu) atau 

bebe apa satuan er'a perang at daerah sebagai b gian d . encapaian 
sasaran eruku r pada suatu Program dan terdiri dari s kumpul n tindakan 
pengera an su er daya ba 'k yang berupa personil atau umber daya 
manusia, barang m odal rmasuk peralatan dan teknol gi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 
masukan untuk m eng asi kan keluaran d a am bentuk barang/jasa. 

32. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan ya ng dian ggarkan dan dilaksanakan 

untuk mas a lebih dari l(sat ) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan 
melalui kontrak tahunjamak. 

33. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program 

dan kebijakan. 
34. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari 

Kegiatan dalam 1 (satu) Program. 
35. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran 

yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 
36. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur. 



6 

37. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan 
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 

38. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank 
yang ditetapkan. 

39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya isi gk PA SKPD adalah dokumen yang me uat pendapatan 
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pen apa tan, belanja, 
dan m biayaan SKPD yang melaksanakan fungsi ben ahara u rn m daerah 
ya g d igunakan se bagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
a n ggaran. 

40. ura t Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah d okumen 

yang men atakan tersedianya dana sebagai dasar penerbit surat 
perm l taan pembayaran atas pelaksanaan APBD. 

41. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat PP adalah 
dol m en y g digunakan ntuk mengaju an permint an pembayaran. 

42. Ua g ersediaan yang selanjutnya d isingkat UP adalah uang m a kerja 
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepa a ben ahara pe eluar untuk 

me bi ai Ke iat operasio al pa da satuan kerja peran ka a rah/unit 

43. 

keIja p rang a aerah dan I ata untuk m em 1 ill en geluaran 
yan en rut sifat dan tujuannya mu g ·n ilakukan melalui 
me anisme p m bayaran langsung. 
Pembayaran angsu yang selanj tnya disingkat LS a alah 

Langs ng e ada ben ahara e gel aran I pen rima hak lainny 
perjanjian keIja, surat tuga , danl a tau surat perin t ke ja lai 
pene· bi n s rat e· t mem bayar ang ung. 

e bayaran 

a tas dasar 
nya melalui 

44. Uan g Perse iaan yang s lanjutn a disebu t U a a tambahan 
uang m uka yang dibe ik kepa be dahara pengeluaran l bendahara 
pengeluar n mbantu un uk membiayai pengelu ata s pelaksanaan 
APBD yang ·dak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) 

bulan. 
45. Surat Perintah Memb yar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan untuk p n erbitan surat perintah pencairan dana atas 
Behan pengeluaran DPA SKPD. 

46. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah 
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 

atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk 

mendanai Kegiatan. 
47. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah 
pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD yang dananya 
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 



7 

48. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah 

dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 
atas Behan pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat 
menggunakan LS dan UP. 

49. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS 

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan 
dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 

50. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang ' akan ebagai dasa r pencairan dana ata Behan APBD. 

51. Barang ilik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adal h s mua barang 
yang ibe i atau d iperoleh a ta Beh an APBD a tau be asal dari perolehan 
la in n yang sah. 

52. Si~ Lebih Perhitu gan Anggara yang selanjutnya disebut SiL a alah 
eia a 1 s Ii ih Ie bih ealisasi penerim a dan pengeluaran anggaran 

(s tu) periode anggaran. 
53. Piu t g aerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada emerintah 

Da rah danl atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai eng uang 
sebag ' akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan 

pera tu an perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

54. Pera turan Da yang anjutnya d isebu Perd adalah atur . Daerah 
Ka pa t 

55. Pera turan Bupat' ada Pe aturan Bupati Tasikmalaya. 
56. Uru an Pe erintahan adalah kekuasaan p m ' t 

kew n angan residen an pelaksanaannya dilakukan oleh 

neg da penyele 1. gara Pe erintahan aerah u ntuk 

mel y 1, em erday kan, an m enye ' ahterakan masyarakat. 

g menjadi 
e enterian 

m lindungi, 

57. Uru an Pemeri tahan W 'ib adala h Urusan e erintahan yang wajib 
disel ngga an 0 e K bu p te Tasikm alaya. 

58. Urusan Pem rin tahan ilih dalah Urusan Pe erintahan yang wajib 
diseleng a rakan oleh K bu ikmalaya s es ai dengan potensi yang 

dimiliki K bu a ten Ta ikm alaya. 
59. Pelayanan asar ad ah pelayanan publik u ntuk emenuhi kebutuhan 

dasar warga neg a. 
60. Standar Pelayanan inimal adalah ke entuan mengenai jenis dan mutu 

Pelayanan Dasar yang mer paka Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 
diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

61. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan 

kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 

62. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang d ibantu 
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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63. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 
negeri. 

64. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Daerah. 

65. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah 
yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

66. Unit SKPD a al ag'an KPD yang melaksanakan 1 (sa u atau beberapa 
Program. 

67. Peng n a Anggaran ang s lanjutnya d isingka t PA a al 
p m e ng kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksa ak 

an fungsi SKPD yan dipimpinny 

pejabat 

tugas 

68. K a sa PA yan selanjutnya di in a t KPA adalah pejabat yang dib ri kuasa 
u tuk melaksanakan se bagian k wenangan PA dalam mela s nakan 
sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

69. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim y g be u as men 'apkan dan melak anakan kebijakan Kepal Daerah 
dal m angka penyusunan APBD. 

70. Pejaba t Pe Keuangan Daerah yang selanjutnya 'singka t PPKD 
adalah k S K yang em p nyai tugas me1ak anakan en gelolaan 
APB dan bertin ara urn m daerah. 

71. Ben ara mum Daerah yang selanju ya d 's ' at B D adalah PPKD 
yang bertindak dalam ka pasitas s bagai BUD. 

72. Kua<:> a BUD adalah pej bat yang diberi kua a u ntuk elaksana kan tugas 
BU . 

73. Peja at Pel san Tek is egiatan a ng elanjutnya dising at PTK adalah 
pejab' t pa a Unit yang m elak sanakan (satu) a a be era a Kegiatan 
dari s a Progr se uai d engan bidang tugas ya. 

74. Pejabat Penat u s haan Ke an Satuan erja Perangk t aerah yang 

selanjutn ra d ' 'ngkat PPK SKPD a da lah pejabat yang m elak nakan fungsi 

tata usaha k uangan pada SKPD. 
75. Bendahara Pen rima adalah pejabat ang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menye orkan, menatausa akan, dan mempertanggung­
jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD. 

76. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, 
dan mempertanggung­

Daerah dalam rangka 
menylmpan, membayarkan, menatausahakan, 

jawabkan uang untuk keperluan Belanja 
pelaksanaan APBD pad a SKPD. 

77. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 
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78. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

79. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 

80. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik 
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai 
pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah 
Daerah u tu k . kebut han pengguna laporan euangan dalam 
rangka me ingkatkan keterbandingan laporan ke an terhadap 

angga an, antar periode maupun an tar entitas. 

81. Sis em Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disi gk t SAPD 
a dalah rangkaian . stematik dari p rosedur, penyelenggara, peral tan dan 
elem n lain untuk mewujudkan f n gsi akuntansi sejak analisis a n saksi 
sarnpai den gan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah K b paten 
Tasik alaya. 

82. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS a ah daftar 
ko fikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusu . secara 

sist m ' tis sebagai pedoman dala m pelaksanaan anggaran p laporan 
keua n an P . tah Da ah. 

83. Hari a i ke j . 

AB 
PE ELOLA KEUANGAN DAERAH 

Bagi n Kesat 
Pe eg g Ke a saan P ngelola Ke angan a er 

Pa s 12 

(1) Bupati s laku pemegan k ku sa P ngelo1aan Ke ang 
mewaki i Pem r'n tah D er dalam ke emilikan k kaya 

dipisahkan. 

aerah dan 

aerah yang 

(2) Pemegang kekuasaan engelolaan Keuangan Daerah ebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mem unyai kewenangan: 
a. menyusun rancangan Pe da tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 
b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah 
dan I atau masyarakat; 
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f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 
g. menetapkan KPA; 

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

1. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak 
Daerah dan retribusi Daerah; 

J. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan 
Piutang Daerah; 

k. menetapkan pe' abat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan 
dan me ri ahkan e bayaran; 

1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Ke ngan Daerah 

s uai dengan ke entuan peraturan perundan g-undangan; dan 

m . m laksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan pe aturan 
erundang-undangan. 

(3) Dal' melak anakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ay (1), 
B pati melimpahkan sebagian a ta seluruh kekuasaannya yan berupa 
perenca n aan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelapor n dan 

pertanggung-jawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat 
Peran kat D erah. 

(4) Pej' bat erangkat ae ah sebagaim ana dimaksud pada ayat (3) te did atas: 

(5) 

a. ek ta' D rah se ak koo d inator Pengelolaan Ke an Da e ah; 
b. epa a KPKD s u KD; dan 
c. e ala SKPD elaku PA. 

Peli pahan seba gian a ta u seluruh kekuasaan sebaga'm 

ayat (3) dida arkan pa da prinsip pemi aha kewena n gan 

. ak ud pad a 

t a yang 
mem erin ahka, nguj i, dan n erima a tau men geluarkan uang. 

(6) Peli p h kekuasaan sebaga' ana dim aksud pada aya t (3) itetapkan 
deng n k pu tu an B p a tio 

Pasal 

(1) Bupati se aku wakil Pemerintah D erah dal m kepemilikan ke ayaan Daerah 
yang dipisahka n sebagaimana imaksud d alam Pa I 2 ayat (1) 
berkedudukan ebag ' pemilik m o a1 pada perusahaan u mum Daerah atau 
pemegang saham pa a per eroan aerah. 

(2) Ketentuan mengenai Bup ti selaku wakil Pemerintah Daerah dalam 

kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal4 

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada Pasal2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas: 
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 



b. koordinasi 
perubahan 
APBD; 
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di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan 
APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan 

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; 

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan; dan 

f. memimpin TAPD. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada 
Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Pasal5 

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. me nyu sun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam 
Perda; 

d. melaksanakan fungsi BUD; dan 
e. melaksanakan tugas lainnya sesual dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d berwenang: 
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan DPA SKPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penenmaan dan 

pengeluaran Kas Umum Daerah; 
e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah; 

f. menetapkan SPD; 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama 

Pemerintah Daerah; 
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; 
i. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan 
J. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan 

Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal6 

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada 
Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 
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(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan Bupati. 

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. menyiapkan Anggaran Kas; 
b. menyiapkan SPD; 
c. menerbitkan SP2D; 

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank 
dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalarn pelaksanaan 
APBD; 

f. menyimpan uang Daerah; 

g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menata­
usahakan investasi; 

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban 
APBD; 

1. melaksanakan Pemberian Pinjarnan Daerah atas nama Pemerintah 
Daerah; 

J. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan 
k. melakukan penagihan Piutang Daerah. 

(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada 
PPKD selaku BUD. 

Pasa17 

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di 
lingkungan SKPKD dengan pertimbangan be saran jumlah uang yang dikelola, 
Beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali. 

Bagian Keempat 

Pengguna Anggaran 

Pasal8 

(1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 
a. menyusun RKA SKPD; 
b. menyusun DPA SKPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban 

anggaran belanja; 
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalarn 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 
1. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya; 
J. menyusun dan menyarnpaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 



k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
1. menetapkan PPrK dan PPK SKPD; 
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m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalarn 
rangka Penge10laan Keuangan Daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) PA bertanggung jawab atas pe1aksanaan tugas dan wewenangnya 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) kepada Bupati me1alui Sekretaris 
Daerah. 

Bagian Ke1ima 
Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal9 

(I) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD 
selaku KPA. 

(2) Pe1impahan kewenangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) berdasarkan 
pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, danj atau rentang kendali. 

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Bupati atas usul kepala SKPD. 

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me1iputi: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan penge1uaran atas Beban 

anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 
c. me1akukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
d. mengadakan ikatanjperjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalarn 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 
e. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah; 
f. mengawasi pe1aksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan 
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Dalarn me1aksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA 

bertanggung jawab kepada PA. 

Bagian Keenam 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Satuan KeIja Perangkat Daerah 

Pasal10 

(1) PAjKPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pad a SKPDjUnit 
SKPD se1aku PPrK. 

(2) PPTK sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan 
wewenang PAjKPA. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), PPTK bertanggungjawab kepada PAjKPA. 
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Pasal11 

(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (1) berdasarkan 
pertimbangan kompetensi jabatan, be saran anggaran Kegiatan, Beban keIja, 
lokasi, rentang kendali, danl atau pertimbangan objektif lainnya yang 
kriterianya ditetapkan Bupati. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang 

menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, 

PAjKPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum se1aku PPTK yang 
kriterianya ditetapkan Bupati. 

Bagian Ketujuh 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal12 

(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k untuk melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD. 

(2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan 
wewenang: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 

b . menyiapkan SPM; 
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

(3) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai 
pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah 
dan retribusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, 

dan I atau PPTK. 

Bagian Kedelapan 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 

Pasal13 

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena 
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), PA 

menetapkan PPK Unit SKPD untuk me1aksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada Unit SKPD. 

(2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. melakukan verifikasi SPP-TV dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 

yang diajukan oleh Bendahara Penge1uaran pembantu; 
b. menyiapkan SPM-TV dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 
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c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara 

Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. 

Bagian Kesembilan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Pasal14 

(1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD 
atas usul PPKD selaku BUD. 

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas 
dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum 
Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan 
Daerah yang diterimanya. 

Pasal15 

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati 
dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD 
yang bersangkutan. 

(2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang 

ditetapkan Bupati. 

Pasal16 

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai 
yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan 

efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah. 
(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas . dan wewenang sesuai dengan 
lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

Pasal17 

(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
belanja pada SKPD. 

(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas 
dan wewenang: 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, 

SPP TU, dan SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA 

dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara 

periodik; dan 
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g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD 
menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu. 

(4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
memiliki tugas dan wewenang: 

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; 

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 
dikelolanya; 

e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;dan 

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA 

dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara 

Pengeluaran secara periodik. 

Pasal 18 

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai 

yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan 

efektifitas pengelolaan Belanja Daerah. 

(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan 
lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

Pasal19 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 

a. melakukan Kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan 

jasa; 
b. bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan, pekerjaan, danl atau penjualan 

jasa; dan 
c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas 

nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Bagian Kesepuluh 
TAPD 

Pasa120 

(1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin 

oleh Sekretaris Daerah. 
(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana 

Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. 
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(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan 

KUA; 

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan 
PPAS; 

d. melakukan verifikasi RKA SKPD; 

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan 
rancangan pertanggungjawaban APBD; 

f. membahas Hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 
Pertanggungjawaban APBD; 

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan 
DPA SKPD; 

h. menyiapkan surat edaran Bupati ten tang pedoman pen)rusunan RKA; 
dan 

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. 

BABIII 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasa121 

(1) APBD disusun sesuru dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan 
Pendapatan Daerah. 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani 

KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua rencana Kegiatan 

yang akan dilakukan Pemerintah Daerah baik Kegiatan yang bersifat rutin 
maupun tidak rutin. 

(4) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 

distribusi, dan stabilisasi. 
(5) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap 

tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasa122 

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang 

dianggarkan dalam APBD. 
(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; dan 
b. Penerimaan Pembiayaan Daerah. 
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(3) Penge1uaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Belanja Daerah; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara 
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan 
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan 
kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang 
cUkup. 

(6) Setiap Penge1uaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
memiliki dasar hukum yang me1andasinya. 

(7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Penge1uaran Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD. 

Pasa123 

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah. 

Pasal24 

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mas a 1 (satu) 
tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. 

Bagian Kedua 

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal25 

(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Daerah; 
b. Belanja Daerah; dan 
c. Pembiayaan Daerah. 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal26 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a 

me1iputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang 

tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah 
ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b 
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak 
perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang 
ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
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(3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25 ayat (1) huruf c 
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Bagian Ketiga 
Pendapatan Daerah 

Pasal27 

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 
jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. 

Pasal28 
Pendapatan Daerah terdiri atas: 
a. pendapatan asli Daerah; 
b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Pasal29 

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 28 huruf a 
meliputi: 
a. pajak Daerah; 
b. retribusi Daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. 

(2) Pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak Daerah dan 
retribusi Daerah. 

(3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas Hasil penyertaan 
modal Daerah. 

(4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d terdiri atas: 
a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 
b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 
c. hasil keIja sarna Daerah; 
d. jasa giro; 
e. hasil pengelolaan dana bergulir; 
f. pendapatan bunga; 
g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian KeuanganDaerah; 
h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, 

tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/ atau pengadaan barang dan jasa 
termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan 
uang pada bank, penerimaan dari Hasil pemanfaatan barang Daerah atau 
dari Kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 

1. penenmaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 
uang asmg; 



J. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 
k. pendapatan denda pajak Daerah; 
1. pendapatan denda retribusi Daerah; 

m. pendapatan Hasil eksekusi atas jaminan; 

n. pendapatan dari pengembalian; 
o. pendapatan dari BLUD; dan 
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p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal30 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b 
meliputi: 
a. TKD; dan 
b. transfer antar-Daerah. 

(2) TKD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. DBH; 
b. DAU; 
c. DAK;dan 

d. dana desa. 
(3) Transfer antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas: 
a. pendapatan bagi Hasil; dan 
b. bantuan keuangan. 

Pasal31 
(1) DBH terdiri atas: 

a. DBH pajak; dan 
b. DBH sumber daya alamo 

(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri atas: 

a. pajak penghasilan; 
b. pajak bumi dan bangunan; dan 
c. cukai Hasil tembakau. 

(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berasal dari: 

a. kehutanan; 
b. mineral dan batu bara; 

c. minyak bumi dan gas bumi; 
d. panas bumi; dan 
e. perikanan. 

Pasal32 

(1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d 

bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 
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(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan 
mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan 
kineIja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 

(3) Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana 
Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal33 

Pendapatan bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a 
merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan 
kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal34 

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b 

merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalarn rangka kerja 
sarna Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau 
tujuan tertentu lainnya. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan 
b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota. 

Pasal35 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf c meliputi: 
a . hibah; 
b. dana darurat; dan/atau 
c . lain-lain pendapatan seSUal dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

Pasal36 

Hibah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 35 huruf a merupakan bantuan 
berupa uang, barang, danl atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar 

negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Belanja Daerah 

Pasal37 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b 
untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
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(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 
Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan 
Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. 

(4) Urusan Pemerintahan Pili han sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 
dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

(5) Belanja Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan 

memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan 
Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 
terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan 
Daerah. 

(7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan 
sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. 

Pasal38 

(1) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan 
Pemerintahan Daerah yang terdiri a tas: 

a. belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui 

TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD; 

b. belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh 
persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/ atau 
transfer kepada Daerah dan/ atau desa. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 

5 (lima) tahun terhitung sejak Pera turan Daerah ini diundangkan danl atau 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal39 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) berpedoman 
pada standar harga satuan region al, analisis standar belanja, danl atau 
standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan. 

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7) 

berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, 
dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(4) Analisis standar belanja, standar harga satuan, danfatau standar teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana 
keIja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. 

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci 
menu rut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, 
obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah. 
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Pasal40 

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) 
diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan 
menurut fungsi yang antara lain terdiri atas: 
a. pelayanan umum; 
b. ketertiban dan keamanan; 
c. ekonomi; 

d. perlindungan lingkungan hidup; 
e. perumahan dan fasilitas umum; 
f. kesehatan; 
g. pariwisata; 
h. pendidikan; dan 
1. perlindungan sosial. 

Pasal41 

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (5) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal42 

(1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (5) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya 
paling sedikit mencakup: 
a. target dan sasaran; 
b. indikator capaian keluaran; dan 
c. indikator capaian hasil. 

(3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil 
dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional 
disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan 
indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal43 

(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 
a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang 
memberi manfaat jangka pendek. 

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 
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(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan 

darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 
sebelumnya. 

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan 
pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah 
lainnya dan I atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 

Pasal44 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a 
dirinci atas jenis: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 
f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal43 ayat (1) huruf b dirinci 
atas jenis belanja modal. 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c 
dirinci atas jenis belanja tidak terduga. 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d 
dirinci atas jenis: 
a. belanja bagi Hasil; dan 
b. belanja bantuan keuangan. 

Pasal45 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a 

digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diberikan kepada 
BupatijWakil Bupati, pimpinanjanggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada 

belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal46 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada 
Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan 

memperoleh persetujuan DPRD seSUaI dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
berdasarkan pertimbangan Beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, 
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan! atau pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 
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(4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN 
setelah mendapat persetujuan Menteri. 

Pasal47 

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) 

huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai 
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barangjjasa yang 
akan diserahkan atau dijual kepada masyarakatl pihak ketiga. 

(2) Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka 
melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah. 

Pasal48 

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (1) huruf c digunakan 

untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban 
pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. 

Pasal49 

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d 

digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan 

usaha milik negara, BUMD danj atau badan usaha milik swasta, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat 
teIjangkau oleh masyarakat. 

(2) Badan usaha milik negara, BUMD dan I atau badan usaha milik swasta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan 

produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. 
(3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau 

badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan 
subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan 
publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan 
pertimbangan untuk memberikan subsidi. 

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 
pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 50 

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e 
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Partai 
Politik, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau 
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat 
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap 
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tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah 
sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan 
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 

APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal51 

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf 
f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang 
dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat 
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 
melindungi dari kemungkinan teIjadinya resiko sosial, kecuali dalam 
keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun arlggaran 
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

(3) Belanja bantuan so sial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 
dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perulndang-undangan. 

Pasal 52 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) digunakan 
untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 
(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 

kriteria: 
a. mempunyai mas a manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 

c . batas minimal kapitalisasi aset. 
(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

diatur dalam Peraturan Bupati. 
(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja 

modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang 
terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan. 

Pasal53 

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (2) meliputi: 
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a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalarn Kegiatan operasional Pemerintah 
Daerah dan dalarn kondisi siap dipakai; 

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan 
dan mesin mencakup me sin dan kendaraan bermotor alat elektronik , , 
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan mas a 

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 
c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung 

dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh 
dengan maksud untuk dipakai dalam Kegiatan operasional Pemerintah 
Daerah dan dalarn kondisi siap dipakai; 

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, 

irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun 

oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan I atau dikuasai oleh Pemerintah 
Daerah dan dalarn kondisi siap dipakai; 

e . belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap 
lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 
kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 

huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan 

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak 
digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak 
memenuhi defmisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai 
dengan nilai tercatatnya. 

Pasal54 

Belanja bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 ayat (4) huruf a 
dianggarkan dalarn APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 55 

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 ayat (4) 

huruf b diberikan kepada Daerah lain dalarn rangka keIja sarna Daerah, 
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu 
lainnya. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan 
sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta 
alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, 
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; 
b . bantuan Keuangan Daerah kabupaten ke Daerah provinsinya dan atau 

Daerah provinsi lainnya; danl atau 
c. bantuan Daerah kabupaten kepada desa. 
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(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau 
khusus. 

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
penerima bantuan. 

(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya 
diserahkan kepada penerima bantuan. 

(7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana d imaksud pada 
ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau 
anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 

Pasal56 

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) 
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat 
termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan 
pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mencukupi, menggunakan: 

a. dana dari Hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya 
serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; danjatau 

b. memanfaatkan kas yang tersedia. 
(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA 
SKPD. 

Pasa157 

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) meliputi: 
a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial danj atau kejadian luar 

biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; danjatau 

c. kerusakan saranajprasarana yang dapat mengganggu Kegiatan 
pelayanan publik. 

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) 
meliputi: 
a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan;danjatau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat. 

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun 
berkenaan. 
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(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia 
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali 
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik so sial, danl atau 
kejadian luar biasa. 

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau 

kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia 

anggarannya danl atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan 
terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. 

Bagian Kelima 

Pembiayaan Daerah 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal58 

(1) Pembiayaan Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c 

terdiri atas: 

a. penerimaan Pembiayaan; dan 
b. pengeluaran Pembiayaan. 

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek 

Pembiayaan Daerah. 

(3) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a bersumber dari: 
a. SiLPA; 
b. pencairan Dana Cadangan; 
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

d. penerimaan Pinjaman Daerah; 

e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; danfatau 
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

digunakan untuk Pembiayaan: 
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 

b. penyertaan modal Daerah; 

c . pembentukan Dana Cadangan; 
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan I atau 
e. pengeluarari Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap 

pengeluaran Pembiayaan. 
(6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk 

menutup defisit anggaran. 



Paragraf 2 
Penerimaan Pembiayaan 

Pasal59 

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal58 ayat (3) huruf a bersumber dari: 
a. pelampauan penerimaan PAD; 
b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; 
c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 

d. pelampauan penerimaan Pembiayaan; 

e . penghematan belanja; 
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f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 
terselesaikan; dan I atau 

g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinetja dan sisa dana 
pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal60 

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) 
huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari 
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana 
Cadangan bersangkutan. 

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi 
penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. 

(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan 

dalam portofolio yang memberikan Hasil tetap dengan risiko rendah. 

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
laporan pertanggungjawaban APBD. 

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana 
Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal61 

(1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Penerimaan atas Hasil penjualan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah. 

Pasal 62 

(1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 
ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam 
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tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian 
pinjaman bersan gkutan. 

(2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

bersumber dari: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c. lembaga keuangan bank; 
d. lembaga keuangan bukan bank; dan/ atau 

e. masyarakat. 
(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal63 

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 58 ayat (3) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali 

pinjaman yang diberikan kepada p ih ak penerima pinjaman sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal64 

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) 
huruf f digunakan u n tuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3 
Pengeluaran Pembiayaan 

Pasal65 

Pembayaran cicilan pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) 
huruf a d igunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yan g 

didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian 

pmJaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh 
kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran 
berkenaan berdasarkan peIjanjian pinjaman. 

Pasal66 

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 58 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/ atau badan usaha milik negara. 
(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun 
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan 
modal Daerah bersangkutan. 

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan 

bersama antara Bupati dan DPRD a tas rancangan Perda tentang APBD. 
(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal67 

(1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan 
Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal terse but tidak 
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda 
mengenai penyertaan modal bersangkutan. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal 
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda 
mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan 
perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal68 

(I) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf c, 
penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan 
prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) 
tahun anggaran. 

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan 
untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari 

penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari: 
a. DAK; 

b. Pinjaman Daerah; dan 

c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran 
tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam 
rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah. 

(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. 

(6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan 

bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. 

Pasal69 

(1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) 
huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang 
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, 

badan usaha milik negara, koperasi, dan atau masyarakat. 

(2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan 
DPRD. 

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang 
disepakati dalam KUA dan PPAS. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 70 

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) 
huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang··undangan. 

Bagian Keenam 
Surplus dan Defisit 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 71 

(1) Selisih an tara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja 
Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 

(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk 
pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD 
yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan 

Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda ten tang APBD yang 
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf2 
Surplus 

Pasal 72 

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 
b. penyertaan modal Daerah; 
c. pembentukan Dana Cadangan; 
d. Pemberian Pinjaman Daerah; danl atau 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 73 

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan 
menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan setiap 
semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

Paragraf 3 
Defisit 

Pasal 74 

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan 

menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan setiap 
semester dalam tahun anggaran berkenaan. 
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Pasal 75 

(1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 harus dapat ditutup 
dari Pembiayaan neto. 

(2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih 
antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan. 

BABIV 
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

Pasal 76 

(1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD 
dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. 

(2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. kondisi ekonomi makro Daerah; 
b. asumsi penyusunan APBD; 
c. kebijakan Pendapatan Daerah; 

d. kebijakan Belanja Daerah; 
e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 

f. strategi pencapaian. 
(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

tahapan: 
a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah; 

b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing 

urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang 
tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan 

c. menyusun capaian KineIja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara 
untuk masing-masing Program dan Kegiatan. 

Pasal77 

(1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu 
kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan 
DPRD. 

(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD 
paling lambat minggu kedua bulan Agustus. 

(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat Daerah dalam 
menyusun RKA SKPD. 

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



35 

Pasal 78 

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak rnenyepakati bersarna rancangan KUA dan 
rancangan PPAS sebagairnana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), paling lama 6 
(enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada 
DPRD, Bupati rnenyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD 
berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, 
untuk dibahas dan disetujui bersarna antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal79 

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 76 ayat (4) huruf b dapat 
dianggarkan: 
a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau 
b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jarnak. 

(2) Kegiatan Tahun Jamak sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b harus 

mernenuhi kriteria paling sedikit: 
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis 

rnerupakan satu kesatuan untuk rnenghasilkan 1 (satu) Keluaran yang 
rnemerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang rnenurut sifatnya harus tetap 
berlangsung pada pergantian tahun anggaran. 

(3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jarnak sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 

berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. 
(4) Persetujuan bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani 

bersarnaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. 
(5) Persetujuan bersarna paling sedikit mernuat: 

a. narna Kegiatan; 

b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 

c. jurnlah anggaran; dan 

d. alokasi anggaran per tahun. 
(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jarnak 

sebagairnana dimaksud pad a ayat (1) huruf b tidak melarnpaui akhir tahun 
masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jarnak dirnaksud 

merupakan prioritas nasional danl atau kepentingan strategis nasional 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

Pasa180 

(1) Kepala SKPD rnenyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3). 

(2) RKA SKPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
menggunakan pendekatan: 

a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah; 
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b. penganggaran terpadu; dan 
c . penganggaran berdasarkan Kinerja. 

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD 
sebagai bah an penyusunan rancangan Perda ten tang APBD sesuai dengan 
jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman 
penyuusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. 

Pasal81 

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat 
termasuk betanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA 

SKPD di luar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan 

ayat (3). 

Pasal 82 

(1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun 

prakiraan maju. 
(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan 

kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam 
tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 
ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan 

dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen 

rencana kerja dan anggaran. 

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan: 
a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari 

Kegiatan; 
b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 

c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran. 

Pasal83 

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan terciptanya 
kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi Hasil pelaksanaan 
Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 
semester pertama tahun anggaran berjalan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai 
Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum 
diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada 
tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang 
direncanakan. 

(3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk 

pencapaian pre stasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus 
dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 
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Pasal84 

(1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran 
berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c 

berpedoman pada: 
a. indikator KineIja; 
b. tolok ukur dan Sasaran KineIja sesuai analisis standar belanja; 

c. standar harga satuan; 
d. rencana kebutuhan BMD; dan 
e. Standar Pelayanan Minimal. 

(2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang 

direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil. 
(3) Tolok ukur KineIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

ukuran pre stasi keIja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan 
mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas 
pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan. 

(4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan 
dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

(5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan penilaian kewajaran atas Beban kerja dan biaya yang digunakan 
untuk melaksanakan suatu Kegiatan. 

(6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan 

keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal39 ayat (3). 

(7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu 
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 
diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

Pasal85 

(1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) memuat rencana 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta 
prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 

(2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek. 

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) juga memuat informasi 
mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, 
dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan. 

Pasal86 

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) 

memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, 
dan rincian obyek Pendapatan Daerah. 



38 

(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh 
SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dirinci atas 
Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok 
belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian 
obyek belanja. 

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) 
memuat kelompok: 
a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit 

APBD; dan 
b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan 

surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan 

rindan obyek Pembiayaan. 

(5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 
(3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas 
dan fungsi SKPD. 

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) memuat nama 

SKPD selaku PA. 

(7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) 
terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja. 

(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) memuat nama 
Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) memuat nama 

Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Ketiga 
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal87 

(1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 80 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk 
diverifikasi. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk 
menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan: 
a. KUA dan PPAS; 

b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya; 
c. dokumen perencanaan lainnya; 
d. capaian Kinerja; 
e . indikator Kinerja; 
f. analisis standar belanja; 
g. standar harga satuan; 
h. perencanaan kebutuhan BMD; 

1. Standar Pelayanan Minimal; 
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k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD. 
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(3) Dalam hal Hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 

Pasal88 

(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung 

berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. 

(2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 
a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; 

c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 

Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan; 
d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 
e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk kese1arasan dan keterpaduan Urusan 

Pemerin tahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 

negara; 

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

g. daftar Piutang Daerah; 
h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya; 
1. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah; 

J. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 

k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; 

1. daftar Dana Cadangan; dan 
m. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota 
keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasilikasi menurut kelompok, jenis, 
obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 
Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan; 

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan 

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial. 

Pasal89 

Rancangan Perda tentang APBD yang te1ah disusun oleh PPKD disampaikan 
kepada Bupati. 



BABV 

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH 

Bagian Kesatu 
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal90 
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Bupati wajib mengajukan rancangan Perda ten tang APBD disertai penjelasan dan 
dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum 

1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama 

antara Bupati dan DPRD. 

Pasal91 

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan 

DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta 
penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-unclangan. 
(2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. 

Bagian Kedua 

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah ten tang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal92 

(1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda ten tang APBD 
paling lamb at 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap 

tahun. 

(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

Pasal93 

(1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam 
waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang 
APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan 

Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran 
sebelumnya. 

(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib. 

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilampaui apabila terdapat: 

a. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan 
pada APBD; dan/atau 

b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



41 

Pasa194 

Rancangan Peraturan Bupati ten tang APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 93 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas: 

a . ringkasan APBD; 
b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek; 
c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; 
d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, 

Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan; 
e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

organisasi, Program, dan Kegiatan; 
f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan 

Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 

g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
h. daftar Piutang Daerah; 
1. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya; 

J. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah; 
k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 
1. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
m. daftar Dana Cadangan; 

n. daftar Pinjaman Daerah; 
o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan 
p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan be saran bantuan sosial. 

Pasal95 

(1) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) 
dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh pengesahan 

dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya 
disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak 
mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda 
tentang APBD. 

(3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari, gubernur sebagai wahll 

Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan 
Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati. 

Pasal96 

(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan 

pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah 
pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. 
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(2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi 
hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan APBD 

Pasal97 

(1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan 
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal 

persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum 

ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang 
penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 
RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD. 

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan Hasil 

evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati 
tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, 
RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Hasil evaluasi diterima. 

Pasal98 

(1) Penyempurnaan Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 
(3), dilakukan oleh Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui 
badan anggaran. 

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan keputusan pimpinan DPRD. 

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) dijadikan 
dasar penetapan Perda tentang APBD. 

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan 
pada sidang paripurna berikutnya. 

(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari setelah keputusan 
terse but ditetapkan. 

Bagian Keempat 
Penetapan Perda tentang APBD dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 

Pasal 99 

(1) Rancangan Perda ten tang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi 
Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 
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(2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati 
tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebe1umnya. 

(3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 
penjabaran APBD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling 
lambat 7 (tujuh) Hari setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan. 

(4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda 

tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

Bagian Ke1ima 
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Bagi Daerah Persiapan 

Pasall00 

Pendapatan Penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah persiapan ditetapkan 
dalam APBD Daerah induk. 

BABVI 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal101 

(1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan 
dilakukan me1alui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. 

(2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak 
dilakukan me1alui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan 
dan pengesahan Penerimaan dan Penge1uaran Daerah tersebut. 

Pasal102 

(1) PAjKPA, Bendahara PenerimaanjBendahara Pengeluaran, dan orang atau 

bad an yang m enerima atau menguasai uangj kekayaan Daerah wajib 
menye1enggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang menandatangani dan I atau mengesahkan dokumen yang 
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau 
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran 

material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 
(3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Behan 
APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. 

Pasa1103 

Penerimaan perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat 

dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 104 

(1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran 
atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran terse but 

tidak tersedia a tau tidak cukup tersedia. 
(2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 
(3) Bupati dan perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban 

APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 

Pasal 105 

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungiawaban; 

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran 

pembantu; dan 
g. Pejabat lain nya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

(2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. 

(3) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dirubah oleh Bupati sesuai dengan kondisi. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

Pasal 106 

(1) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah, PPKD selaku BUD membuka 
Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat. 

(2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam 
perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan. 

Pasal 107 

(1) Dalam pelaksanaan operasional Pen erimaan Daerah dan Pengeluaran 
Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening 
pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
menampung Penerimaan Daerah setiap Hari. 

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan 
sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya 
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya 
sekali sehari pada akhir Hari. 
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(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
secara teknis belum dapat dilakukan setiap Hari, pemindahbukuan dapat 
dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

(5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan 
sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan 
Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

(6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening 
pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan 

atas perintah BUD. 

Pasall08 

(1) Bupati dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening 
penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum. 

(2) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka 

rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank 

umum untuk menampung UP. 

Pasal 109 

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro , dan/atau imbalan 
lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga 
danfatau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

Pasal 110 

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank 
didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasallll 

(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan 
dan I atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang 
sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas 
Keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik. 

(2) Deposito danl atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 
Desember. 

(I) 

Bagian Ketiga 

Penyiapan DPA Perangkat Daerah 

Pasal112 

PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar 
menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 
Peraturan Bupati ten tang penjabaran APBD ditetapkan. 

menyusun dan 
(tiga) Hari setelah 
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(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang 
disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan 
rencana penarikan dana setiap satuan keIja serta pendapatan yang 

diperkirakan . 
(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada 

PPKD paling lambat 6 (enam) Hari setelah pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan. 

Pasal 113 

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala 

SKPD yang bersangkutan. 
(2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak ditetapkannya 
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

(3) Berdasarkan Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD 

mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(4) Dalam hal Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai 
dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan 
penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan 
persetujuan Sekretaris Daerah. 

(5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan keIja 
yang secara fungsional melakukan pengawasan Daerah paling lambat 
7 (tujuh) Hari sejak tanggal disahkan. 

(6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA. 

Bagian Keempat 

Anggaran Kas dan SPD 

Pasal114 

(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk 
mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan 

rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. 

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus 

kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 
yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode. 

Pasal 115 

(1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan 
mempertimbangkan: 

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 
b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan 
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c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam 
DPA SKPD. 

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk 
ditandatangani oleh PPKD. 

Pasal 116 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115 diatur dalam Peraturan 
Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri. 

Bagian Kelima 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pendapatan Daerah 

Pasal 117 

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening 
Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) Hari. 

(2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, 
transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi 

objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat melebihi 1 (satu) Hari yang diatur dalam Peraturan Bupati. 

(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas 
setoran. 

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen 

elektronik. 

(5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan surat tanda setoran. 

Pasal 118 

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 

ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai. 

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa 
BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga 
yang dalam penguasaannya: 

a. lebih dari 1 (satu) Hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal117 ayat (2); dan/atau 
b. atas nama pribadi. 

Pasal 119 

(1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan 
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi 
tanggung jawabnya. 

(2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
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(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyarnpaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya. 

(4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan 
pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dalarn rangka rekonsiliasi penerimaan. 

Pasal 120 

(1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan 
terjadi pada tahun yang sarna maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan 
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 

(2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjadi dalarn tahun yang sarna dilakukan dengan 

membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 
(3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan 
membebankan pada rekening belanja tidak terduga. 

Bagian Keenarn 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

Pasal121 

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai 
hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan 
sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalarn 

lembaran Daerah. 

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk 
pengeluaran keadaan darurat dan/ atau keperluan mendesak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal122 

(I) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD 
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersarnakan dengan SPD. 

(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan 
lokasi, disarnpaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit 
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran 
Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK 
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersarnakan dengan SPD. 

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. SPP UP; 
b. SPP GU; 

c. SPP TU; dan 

d. SPP LS. 
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(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: 

a. SPP TU; dan 
b. SPP LS. 

Pasal123 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara 

Penge1uaran dalam rangka mengganti UP. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan dan atau keputusan 
oleh Bupati. 

(4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan 

me1ampirkan peraturan dan atau keputusan Bupati tentang be saran UP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dilampiri dengan 

dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP. 

Pasal124 

(1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penge1uaran pembantu mengajukan 

SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak 
dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GUo 

(2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD 
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU 
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 

(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dikecualikan untuk: 
a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/ atau 
b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan 

sebe1umnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA. 

(5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
daftar rincian rencana penggunaan dana. 

Pasal125 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran untuk pembayaran: 

a. gaji dan tunjangan; 

b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan 

C. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh 

Bendahara Penge1uaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada KPA. 
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Pasal 126 

(1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 
(tiga) Hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 

(2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 127 

(1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 
ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan 
menerbitkan SPM-UP. 

(2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 

ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada 

Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM -GU. 
(3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 

ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan 
menerbitkan SPM TU. 

Pasal 128 

(1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara 
Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), 
PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas: 
a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih; 
b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan 

ikatan/ perjanjian pengadaan barang jasa; dan 
c. ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Berdasarkan Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA 
memerintahkan pembayaran atas be ban APBD melalui penerbitan SPM LS 
kepada Kuasa BUD. 

(3) Dalam hal Hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak 
menerbitkan SPM LS. 

(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal Hasil verifikasi tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) 
Hari terhitung sejak diterimanya SPP. 

Pasal 129 

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA 
yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. 

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) 
Hari sejak SPM diterima. 

(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa 
BUD berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 



51 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang 
tercantum dalam perintah pembayaran; 

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah. 

(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 
a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; danl atau 
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu. 

(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) Hari terhitung 
sejak diterimanya SPM. 

Pasa1130 

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan 
pembayaran setelah: 
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA beserta bukti transaksinya; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen 

pembayaran; dan 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak 
melakukan pembayaran dari PAl KPA apabila persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi. 

(3) Bendahara PengeluaranjBendahara Pengeluaran pembantu bertanggung 

jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 

Pasal 131 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut 

Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh 
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum 
Negara. 

Pasal 132 

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan 
setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal133 

(1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung­
jawabkan penggunaan UP I GU ITU I LS kepada PA melalui PPK SKPD paling 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD 

wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang 
yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutnya. 

(3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian 
laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 
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(4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara PengeluaranjBendahara 
Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban 

pengeluaran oleh PA/KPA. 
(5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, 

pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling 
lamb at tanggal 31 Desember. 

Bagian Ketujuh 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 
Pembiayaan Daerah 

Pasal134 

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan 
Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. 

(2) Penerimaan dan penge1uaraan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

(3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD 
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran 
Pembiayaan Daerah tersebut. 

Pasal135 

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun 
anggaran beIj alan un tuk: 
a. menutupi defisit anggaran; 
b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; 
c. membayar bunga dan pokok Utang dan I atau obligasi Daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 
d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya 

kebijakan Pemerintah; 
f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; 

dan/atau 
g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang 

telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berj alan , yang dapat 
diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam 
tahun anggaran beIjalan. 

Pasal136 

(1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 
Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai 
peruntukannya. 

(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana 
Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana 
Cadangan yang bersangkutan mencukupi. 
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(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 
sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya 
pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan 
Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. 

(4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat 
perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

Pasal137 

(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun 

anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda 
tentang pembentukan Dana Cadangan. 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan 
dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

Pasal138 

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban 
untuk: 
a . meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala 

SKPKD; 

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum 

dalam perintah pembayaran; 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran 

Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Bagian Kedelapan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal 139 

Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

BAB VII 
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA 

APBD DAN PERUBAHAN APBD 

Bagian Kesatu 

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 

Pasal140 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun laporan realisasi semester pertama 
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD 
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Kedua 

Dasar Perubahan APBD 

Pasal 141 

( 1) Laporan realisasi semester pertama APBD se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 140 menjadi dasar perubahan APBD. 

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

apabila terjadi: 
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

organisasi, an tar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan 
antar jenis belanja; 

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 

d. keadaan darurat; dan/atau 

e. keadaan luar biasa. 

Bagian Ketiga 
Perubahan KUA 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Perubahan PPAS 

Pasal 142 

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a dapat berupa teIjadinya: 
a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; 
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; danl atau 

c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah. 

(2) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan 
KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 

(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan 
sebelumnya. 

(4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) 
disertai penjelasan: 
a . Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam 

perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan 
APBD tahun anggaran beIjalan; 

b . capaian Sasaran KineIja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi 

dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 

c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan 
dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 



Bagian Keempat 
Pergeseran Anggaran 

Pasal 143 
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Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, 
antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, 
dan/ atau antar rincian obyek be1anja. 

Pasal144 

(1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, 
antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
143 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD. 

(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/ atau antar rincian obyek 
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dilakukan me1alui 
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(3) Pergeseran anggaran an tar obyek belanja dalam jenis be1anja dan antar 
rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD. 

(5) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda 
tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran. 

(6) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: 
a. tidak me1akukan perubahan APBD; atau 
b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan 

APBD. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam 

Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ke1ima 
Penggunaan SiLPA 

Tahun Sebe1umnya Dalam Perubahan APBD 

Pasal 145 

(1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf c diformulasikan 
terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan atau RKA SKPD. 

(2) Penggunaan SiLPA tahun sebe1umnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Pendanaan Keadaan Darurat 

Pasal146 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengusulkan pengeluaran untuk mendanai 
keadaan darurat yang be1um tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 56 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD. 
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(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal 
Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran 
tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

Bagian Ketujuh 
Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

Pasal 147 

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 141 ayat (2) huruf e. 

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran 

dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% 
(lima puluh persen). 

(3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 148 

(1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penenmaan 
dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) dapat dilakukan 
penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja 
Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan 

dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) dapat dilakukan 
penjadwalan ulang dan/ atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program 
dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Kedelapan 

Penyusunan Perubahan APBD 

Pasal 149 

(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat 

minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan 
KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam 
tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 150 

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama 

DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) menjadi pedoman 
perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD. 
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(2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

d isampaikan kepada perangkat Daerah disertai dengan: 
a. Program dan Kegiatan baru; 
b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah; 
c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau 
d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, 

format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan 

perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan. 

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 
minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan. 

Pasal151 

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan 

perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal142 ayat (2). 

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD 
sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD. 

Pasal 152 

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD. 

Pasal153 

(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 
ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran 
Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan 

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam 
perubahan DPA SKPD. 

(3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, 
obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum 
dilakukan perubahan maupun setelah perubahan. 

Pasal154 

(1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA 
SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun 
oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk 
menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan: 
a. perubahan KUA dan perubahan PPAS; 

b. prakiraan maju yang telah disetujui; 
c. dokumen perencanaan lainnya; 
d. capaian Kinerja; 
e. indikator Kinerja; 
f. analisis standar belanja; 

g. standar harga satuan; 
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h. perencanaan kebutuhan BMD; 
1. Standar Pelayanan Minimal; dan 
J. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD. 

(3) Dalam h al Hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 

Pasal 155 

(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen 

pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah 

disempurnakan oleh kepala SKPD. 
(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 
a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan JenlS 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; 

c . rincian APBD menurut Urusan 
Program, Kegiatan, kelompok, 
Pembiayaan; 

Pemerintahan Daerah, organisasi, 
JenlS pendapatan, belanja, dan 

d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 

e . rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 

negara; 
f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
g. daftar Piutang Daerah; 
h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya; 

1. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah; 

J. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 
k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan; 
l. daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
m. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota 

keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan 
APBD. 

(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lamp iran paling sedikit terdiri 
atas: 
a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut jenis, 

obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan; 

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan 
d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan be saran bantuan sosial. 
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Pasal 156 

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD 

disarnpaikan kepada Bupati. 

Bagian Kesembilan 
Penetapan Perubahan APBD 

Pasal157 

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada 

DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka 
memperoleh persetujuan bersarna paling larnbat minggu kedua bulan September 
tahun anggaran berkenaan. 

Pasal158 

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh 

Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang 
perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada 
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS. 

Bagian Kesepuluh 

Persetujuan Rancangan Perda ten tang APBD 

Pasal159 

(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan 
APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. 
(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan 
Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang 
telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 

(3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah 
ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 
sebelumnya. 

Bagian Kese belas 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan APBD 

dan Rancangan Peraturan Bupati ten tang 
Penjabaran Perubahan APBD 

Pasal160 

(1) Rancangan Perda ten tang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan 
rancangan Peraturan Bupati ten tang penjabaran perubahan APBD 
disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling larnbat 
3 (tiga) Hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang perubahan 
APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati. 
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(2) Rancangan Perda ten tang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati 
tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS 

yang disepakati antara Bupati dan DPRD. 
(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan Hasil 

evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan 
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) sesuai d engan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, 

perubah an KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupa ti menetapkan 

ranca n gan tersebut menjadi Perda dan Peraturan Bu pati sesu ai dengan 
k etentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal gubern u r sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan Hasil 
evalu asi rancangan Perda ten tang perubahan APBD dan rancangan 
Pera turan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana 

dimak sud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perun dang-undangan yang lebih t inggi, kepentingan umum, per ubahan 
RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama 
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari seja k Hasil 
evalu a si diterima. 

Pasa1161 

(1) Penyempurnaan Hasil evaluasi seba gaimana d imaksud dalam Pasal 160 ayat 

(4) d ilakukan Bupati m e1alui TAPD bersama d engan DPRD melalu i badan 
anggaran. 

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dim aksud pada aya t (1 ) d itetapkan 
dengan keputusan pimpin an DPRD. 

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaim ana dimaksud pa da ayat (2) dijadikan 
dasar penetapa n Perda tentang perubahan APBD. 

(4) Keputusan pimpin a n DPRD sebagaim ana d im aksud pada ayat (3 ) dilaporkan 
pada sida n g paripurn a berikutnya. 

(5) Keputusan pim pinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada gubernur untuk perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) 
Hari setelah keputusan terse but ditetapkan. 

BAB VIII 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 
Akuntansi Pemerintah Daerah 

Pasal162 

(1) Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan: 
a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten; 
b . SAPD; dan 
c . BAS untuk Daerah, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 

Pasal163 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksu d 
dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, meliputi Kebijakan Akuntansi pelaporan 
keuangan dan Kebijakan Akuntansi akun. 

(2) Kebijakan Akunta nsi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memuat penjelasan a ta s unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi 
sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 

(3) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mengatur 

d efin is i, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan / atau pen gungkapan 
transaksi atau peris tiwa sesuai den gan SAP. 

Pasal 164 

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf b , m emuat 

p ilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan iden tifikasi 
transaksi, pencatatan p ada jurnal, posting kedalam buku besar, penvusunan 
nera ca saldo, dan penyajian laporan keuangan. 

(2) Penyaj ian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit m eliputi: 
a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c . n eraca; 
d. la poran operasion al; 
e. laporan arus kas; 
f. la poran peruba h a n ekuitas; da n 
g. ca ta tan a tas la poran keu anga n . 

(3) SAPD sebagaimana dimaksud pa d a ayat (1) melipu ti sistem akuntansi 
SKPKD dan sistem akuntansi SKPD. 

Pasal165 

(1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf c 
merupakan pedoman bagi Pem erintah Daerah Kabupaten dalam melakukan 
kodefikasi akun yang menggam barkan s truktur APBD dan laporan keuangan 
secara lengkap. 

(2) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 
mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang 
selaras dan terkonsolidasi an tara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah Kabupaten, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan 
laporan keuangan. 

(3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan 

dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 
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Bagian Kedua 
Pelaporan Keuangan Pernerintah Daerah Kabupaten 

Pasal166 

(1) Pelaporan keuangan Pernerintah Daerah Kabupaten rnerupakan proses 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pernerintah Daerah Kabupaten 
oleh entitas pelaporan sebagai Hasil konsolidasi atas laporan keuangan 
SKPD selaku entitas akuntansi. 

(2) Laporan keuangan SKPD sebagairnana dirnaksud pada aya t (1) disusun dan 
disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling 
sedikit rneliputi: 

a. la poran realisasi anggaran; 

eraca; 
laporan operasional; 

d . la poran perubahan ekuitas; dan 
e. ca tatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) d isampaikan 
keoada Bupati rnelalui PPKD paling larnbat 2 (dua) bulan setelah tahun 

angga ran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undang 

Pasal 167 

(1) Laporan keuangan Pernerintah Daerah Kabupa ten sebagaimana d irnaksud 

pada Pasal 166 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku 
PPKD sebagai entitas pelaporan u n tuk disarnpaikan kepada Bupati dalarn 
rangka rnernenuhi pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD. 

(2) Laporan keuangan Pernerintah Daerah Kabupaten sebagairnana dirnaksud 
pada aya t (1) paling sed ikit rneliputi: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan pernbahasan saldo anggaran lebih; 
c. neraca ; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan Pernerintah Daerah Kabupaten sebagairnana dirnaksud 

pada ayat (1) disarnpaikan kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah paling 

larnbat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal168 

(1) Laporan keuangan Pernerintah Daerah Kabupaten sebagairnana dirnaksud 

dalarn Pasal 166 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal 
pernerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebelurn disarnpaikan kepada Badan Perneriksa Keuangan untuk dilakukan 
perneriksaan. 
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(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 
3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(3) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan Basil 
pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan 
keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten, rancangan Perda tentang 
pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. 

Pasal169 

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan 
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaima na d imaksud dalam Pasal 168 ayat (3) . 

Pa sal 170 

(1) Dalam rangka m emenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan 
Daerah, PA menyusun dan m enyajikan lapora n keuangan SKPD bulanan dan 

semesteran u n tuk d isampaikan kepada Bu pati melalui PPKD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perun dang-undangan. 
(2) Dalam rangka m emenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan 

Daerah, PPKD menyusun dan m enyajikan laporan keuangan bulanan dan 
semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan m enteri yang 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan d i bidang keuangan sesuai dengan 
keten tu an peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
PENYUSUNAN RANCANGAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 

Pasal 171 

(1) Bupati menyampaikan rancangan Perda ten tang pertanggung jawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keu angan yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikh tisar laporan 
KineIja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (en a m) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. 

(2) Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mengacu pada 

Perubahan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran APBD sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 144 ayat (6). 

(3) Rancangan Perda tentang per tanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRD untuk 
mendapat persetujuan bersama. 

(4) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati ten tang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
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Pasal172 

(1) Rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 
telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
tanggal persetujuan rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerin tah Pusat m enyatakan Hasil 
evaluasi rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
dan rancangan Peraturan Bupa ti tentang penjabaran pertanggungjawaban 
pela ksana an APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perda tentang 

perubahan APBD, Peraturan Bupa ti tentang penjabaran APBD, Peraturan 
Bu pa ti tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti 
tem u a n laporan Hasil pemeriksaa n Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati 
men eta pkan rancangan Perda m enjadi Perda dan rancangan Pera turan 
Bupati menjadi Peraturan Bupati. 

(3) Dalam hal gubernur seba gai wakil Pemerin tah Pusat menyatakan Hasil 

evalu asi r ancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD 
dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD bertentangan den gan Perda tentang APBD, Perda tentang 
perubahan APBD, Peratu ran Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan 
Bupa ti ten tang penja baran perubahan APBD, dan I atau tidak 
menindaklanjuti temuan laporan Hasil pemeriksaan Ba da n Pemeriksa 
Keuangan, Bupati bersama DPRD m elakukan pen yempurnaan palin!! lama 7 

(tujuh ) Hari terhitung sejak Ha sil evalu asi d iterima. 

Pasal 173 

(1) Dalam h al dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda 
ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati , DPRD tidak 
mengambil kepu tusan bersama dengan Bupati terhada p rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , Bupati m enyusun dan 
menetapkan Peraturan Bupati ten tang pertanggungjawa ban pelaksanaan 
APBD. 

(2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. 

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari 
terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati 
terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari tidak mengesahkan 
rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati 

menetapkan rancangan Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati. 



BABX 
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan Piutang Daerah 

Pasal174 
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(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk rnengelola pendapatan, belanja, dan 
kekayaan Daerah wajib rnengusahakan agar setiap Piutang Daerah 
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. 

(2) Pernerintah Daerah Kabupaten rnernpu nyai hak rnendahului a tas piutang 
jenis terten tu sesuai dengan ketentuan peratu ran perun dang-un dangan. 

(3) Piutan g Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, 
d iselesaikan sesuai denga n ketentu an peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang rnengakibatkan rna salah perdata dapat 
dilakukan rnelalui perdamaian, kecu a li rnengenai Piutang Daerah yang cara 
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 175 

Piutang Da erah dapat dihapuskan secara rnutlak atau bersyarat dari pernbukuan 
sesuai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan yang rnengatur 
rnengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali rnengen ai Piutang 
Daerah yang cara penyelesaian nya dilakukan sesuai dengan ketentua n peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 176 

Ketentuan lebih lanjut rnen gen ai penyelesaian Piutang Da era h yang 
rnengakiba tkan rna salah perdata sebagairnana d irnaksud d alam Pa sal 174 ayat (4) 
dan penghapu san Piutang Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 175, 
diatur sesuai dengan ketentua n peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Pengelolaan Investasi Daerah 

Pasal 177 

Pernerintah Daerah Kabupaten dapat rnelakukan investasi dalam rangka 
rnernperoleh rnanfaat ekonomi, sosial, dan I a tau manfaat lainnya. 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal178 

(1) Pengelolaan BMD rneliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan BMD diatur dalarn Perda sesuai ketentuan perundang­
undangan. 
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Bagian Keempat 
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjama n Daerah 

Pasal179 

(1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Bupati dapat m elakukan pinjaman sesuai den gan keten tuan peraturan 

perundang-undangan. 
(3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah 

dibebankan pa da anggaran Belanja Daerah. 

BAB XI 
BLUD 

Pasal 180 

(1) Pem erintah Daerah Kabupaten dapat membentuk BLUD dalam rangka 
men in gkatkan pelayanan kepada m asyarakat sesuai dengan ketentuan 
pera tu ran perun dang-unda n gan. 

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana 
dima ksud pa da ayat (1), Bupati m en etapkan kebijakan fleksibilitas BLUD 
dalam Peratu ran Bu pati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. 

(3) Pejabat pen gelola BLUD sebagaimana dim aksud pada ayat (2) bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilita s BLUD dalam pem berian 
Kegia tan pelayanan u mum terutama pada aspek manfaa t dan pelayanan 
yang d ihasilkan . 

Pasal 181 

Pelayanan kepa da masyaraka t sebagaimana d im aksud dalam Pa sal 18 0 ayat (1 ) 
m eliputi: 
a. penyedia a n barang danl a ta u jasa laya nan u m u m ; 
b. pengelolaan dana khusus untuk m eningkatka n ekon omi dan j a tau layanan 

kepada masya rakat; danj atau 
c. pengelolaan wilayahjkawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan 

perekonom ian masyarakat atau layanan u mum. 

Pa sal 182 

(1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. 
(2) BLUD m erupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola 

untuk m enyelenggaraka n Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran. 
(4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi 

pemerintah Daerah. 

Pasal183 

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD 
dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan 
yang bersangkutan. 
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Pasal184 

(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai 
belanja BLUD yang bersangkutan. 

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan 
yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLVD sesuai 

kebutuhan. 

Pasal 185 

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan KineIja BLVD disusun 
dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan 
anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. 

BAB XII 
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 186 

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 
hukum a tau kelalaian seseoran g wajib segera diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 7 

(1) Setiap benda hara, Pegawai ASN bukan bendahara, a tau pejabat lain yang 
karen a perbuatannya m elanggar hukum atau m elalaikan kewajiban nya, baik 
langsung atau tidak langsun g merugikan Daerah wajib m engganti kerugian 
dimak su d . 

(2) Keten tu an m engenai penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pa sal 186 berlaku secara m u ta tis mutandis terh a d ap pen ggantian 
kerugia n. 

(3) Tata cara penggantian kerugian Daerah sebagaimana dim aksud pada ayat (1) 
diatur sesu ai den gan ketentuan perundang-u ndangan. 

BAB XIII 

INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

Pasal 188 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan informasi Keuangan 
Daerah dan diumumkan kepada masyarakat. 

(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan 
keuangan. 

(3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
untuk: 

a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah; 
c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah; 
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d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; 
e. m endukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; 
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi Keuangan Daerah; dan 
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(4) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan 
menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. 

(5) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan 
disajikan sesuai denga..1'1 Peraturan Menteri yang diteta pkan setelah 
berkoordin a s i dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
di bida ng keuangan. 

(6) Pelaksanaan penyediakan informasi Keuangan Daerah dan pengum u m annya 
kepada masyaraka t sebagaimana dim aksud pada ayat (1) sesuai dengan 

keten tuan perundan g-unda ngan. 

BAB XIV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 189 

(1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan 
oleh Bupati bagi perangkat Daerah. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk 
fasilitasi, konsu ltansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan 
pengem bangan . 

(3) Pengawa san sebagaim a n a dim aksu d dalam aya t (1) dilakukan dalam bentuk 

audit , reviu , evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, da n bentuk 

pengawasan la in nya. 
(4) Pembin aan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan sesuai den gan ketentuan peratu ran perundang-unda ngan. 

Pasal 190 

(1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, 
efisien, transparan, dan akun tabel, Bupati wajib menyelenggarakan sistem 
pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah. 

(2) Penyelenggaraan sistem pengen dalian internal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 191 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menerapkan sistem pemerintahan berbasis 
elektronik dan bagan akun standar dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan bagan akun standar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap 
disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah kabupaten dan I atau 
Kebijakan Pemerintah Pusat. 
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(3) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menerapkan sistem pemerintahan 
berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegra si 
paling sedikit meliputi: 
a. penyusunan Program dan Kegiatan dari RKPD; 
b. penyusunan rencana kerja SKPD; 
c. penyusunan anggaran; 
d. pengelolaan Pendapatan Daerah; 
e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; 
f. akuntansi dan pelaporan; dan 
g. pen gada an barang dan ja sa . 

(4) Pelaksanaan sistem pemerin tahan berbasis elek tron ik dalam Pengelolaan 
Keu angan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesu ai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

BAB XV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasa l192 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah K bupaten 
Tasikm aya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pen gelolaan euangan 
Daerah d ica bu t dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pas al193 

Peraturan aerah ini mulai berlaku p a da tanggal d iunda n gkan. 

Agar setia p orang mengetahu inya, m emerintahkan pengundang 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan d i Singa parna 

Peraturan 

~~~~tanggal 31 ' Se.pt enber 2 ' 22 

... "" ., r ""v/ALA Y A, 

i Singaparna 
30 Saptember 2'22 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 8 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI 
J AWA BARAT NOM OR (8/167/2022) 


	1.pdf
	100001
	100002
	100003
	100004
	100005
	100006
	100007
	100008
	100009
	100010
	100011
	100012
	100013
	100014
	100015
	100016
	100017
	100018
	100019
	100020
	100021
	100022
	100023
	100024
	100025
	100026
	100027
	100028
	100029
	100030
	100031
	100032
	100033
	100034
	100035
	100036
	100037
	100038
	100039
	100040
	100041
	100042
	100043
	100044
	100045
	100046
	100047
	100048
	100049
	100050
	100051
	100052
	100053
	100054
	100055
	100056
	100057
	100058
	100059
	100060
	100061
	100062
	100063
	100064
	100065
	100066
	100067
	100068
	100069

	100001



